SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN
PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA
PEMERINTAH DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

Menimbang

Mengingat

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyaluran,

pelaksanaan dan pengawasan bantuan keuangan
khusus kepada Pemerintah Desa yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan sebagaimana telah ditetapkan
dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun
2018, perlu disesuaikan kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan
Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pemberian, Penyaluran, dan
Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus
Kepada Pemerintah Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Lamongan dengan menetapkan kembali
dalam Peraturan Bupati,

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten  di
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan
dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan  Lembaran Negara Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua  Atas  Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
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Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah  Kabupaten Lamongan Tahun
2007 Nomor 10/E);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3
Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor
4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);



Menetapkan

12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 Tahun 2015
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan
Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2015 Nomor 34);

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian,
Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban Bantuan
Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Berita
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6);

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68);

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2019 Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN,
PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
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Pemberian, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 6 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pemberian, Penyaluran, Dan Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 6) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pemerintah dapat memberikan BKKPD yang
bersumber dari APBD kepada Desa.

(2) Lokasi dan alokasi BKKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Keputusan Bupati.

(3) BKKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disalurkan dari RKUD ke nomor RKD penerima
bantuan keuangan.

(4) Setelah dana BKKPD disalurkan ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dana di
salurkan oleh Kaur Keuangan ke Rekening BUM
Desa dalam hal BKKPD yang peruntukan
kegiatannya digunakan untuk pengembangan
dan/atau Penyertaan Modal BUM Desa.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 7
(1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk di tingkat Desa
dengan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
sebagai ketua tim.
(2) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1) dibentuk dari unsur BPD.
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(3) Tim Pengendali Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (2) dibentuk di tingkat
Kecamatan.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf ¢ dan huruf d

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 22 huruf a

ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

melalui Musyawarah Desa dengan susunan

keanggotaan sebagai berikut :

a.
b.
C.

d.

Penanggungjawab : kepala Desa;
Koordinator . Sekretaris Desa,;
ketua tim : Pelaksana Pengelolaan

Keuangan Desa; dan
anggota : Unsur Lembaga

Kemasyarakatan Desa

/Kepala Dusun.

(2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

a.

melaksanakan kegiatan sesuai dengan Surat
Perintah Kerja dan Rencana Anggaran
Biaya/Gambar;

mengadministrasiseluruh aktivitas transaksi
baik dalam pelaksanaan kegiatan (realisasi
fisik) maupun realisasi keuangan disertai
dengan bukti pendukung;

menyusun Surat Pertanggungjawaban
kegiatan;

memenuhi segala kewajiban pembayaran
pajak akibat dari pelaksanaan kegiatan
BKKPD melalui Kaur Keuangan; dan
mempedomani petunjuk pelaksanaan

kegiatan.

Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengirimkan proposal kegiatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 16 dan kelengkapan
dokumen administrasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2);
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b. menetapkan pembentukan Tim Pelaksana
Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1);

c. mengajukan permohonan penyaluran dana
dilaksanakan sesuai mekanisme pelaksanaan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18;

d. membina, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2);

e. menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan (realisasi fisik) dan
realisasi keuangan kepada Camat.

f. mengerahkan partisipasi masyarakat Desa
melalui swadaya; dan

g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan
kegiatan.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 22 huruf b
ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

(2) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berasal dari wunsur tokoh
masyarakat, BPD dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dengan susunan keanggotaan sebagai
berikut:

a. Ketua;

b. Sekretaris; dan

c. Anggota.

(3) Tim Pengawas Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) mempunyai tugas:

a. mengawasi secara internal kegiatan
pembangunan fisik dengan berpedoman pada
Rencana Anggaran Biaya dan Gambar yang
telah ditetapkan;

b. menyusun berita acara hasil pengawasan
pekerjaan sesuai dengan Rencana Anggaran
Biaya dan Gambar; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya kepada Kepala Desa.
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Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati  ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 9 Maret 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 9 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020
NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
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